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Menimbang :Q. bahwa berdasarkan Peraturan Mcnteri Oalam Negen Nornor 77
Tahun 2020 tentang Pedoroan Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur dengan

peraturan kepala daerah;
b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 20 IS Lentang

Pedoroan Pengelolaan Selanja Tidak terduga Pernerintah Kota
Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraruran Walikota Bima Nemer 2 Tahun 2021 lentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga Pemerintab Kota Bima sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang mengarur
mengenai belanja tidak terduga, sehingga perlu diganti:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikora tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Pernerintah Kota Bima;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIMA,

PERATURAJIiWALIKOTA BlMA

NOMOR \ S TAHUN 2022
TENTANO

PEDOMAN PENOELOLAAN 13[,;t.ANJATIDAK TERDUGA PEMERINTAH

KOTA BIMA

WALlKOTA BrMA

PROVINSI NUSA TENGOARA BARAT



Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Lndonesia Nomor 47231;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Nornor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemer 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor J 781);
7. Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 4 Tahun 2014 rentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah

Kota Sima Tahun 2014 Nomor 149. Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bima Nomor 77);

8. Peraturan Daerab Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 rentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerab Kola Bima
(Lembaran Oaerah KOla Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tarn bahan Lembaran Daerab Kota Bima Nomor 88)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

ten tang
RepublikNegara(LembaranBencanaPenanggulangan

Republik Indonesia Tahun 2002 Nemer 26, Tambahan
Lembaran Nega ra Republik tndoneeia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 24 1'ahun 2007

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1984 tentang Wabah
PenyakirMenutar (Lembaran Negara Republik tndonesia

Ta+mn 1984 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara. Republik

lndonesia Nomo r- 3273);

2. Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2002 ten tang Pembentuka.n

Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat [Lembaran Negara



Dalam Peraturan Walikota jill yang dirnaksud dcngan:

I. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pcmerintah Daerah adalah Walikota sebagai unSUT penyelenggara

Pemertntahan oaeran yang memimpin pelaksanaan uruean pernerintahan
yang mcnjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adaJah WaJikotaBima.
4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaJah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOla Bima.
5. SckretarisDaerah adalab SekretarisDaerah kora Bima.

6. Asisten Administrasi Umum adalab Astsee» Adminlstrasi Umum Sekretarlat

Daerah Kota Bima.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adaJalt rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas dan

diserujui bersama oJeh perneriatah daerah dan DPRD. diietapkan rlengan

Peraturan Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluarananggaran alas beban APBD

UJltU)< keperluan darurat termasuk keperluan mendcsak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya

9. Reneana Kerja dan Anggaran Badan PengeloJaan Keuangan dan Aset Daerah

)'ans selanjutnya disingkat RKA BI'KAD adalah Reneana Kerja dan Anggaran
BOOanPengeloJaan Keuangan dan Aset Daerah KOla Bima.

BASI

KETEN'fUAN UMUM

Pasal I

MEMU1'USI<AN:

Menetapkan: PERATURAN WA11KOTA TENTANG PEDOMAN PI;:NOEIA)Lt\AN

BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA SIMA.

Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Kota Bima Ncmr 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan sueunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Deereh

Kota Bima Tab un 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Bima Nomor 103);



10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang disingkat OPA BPKAD adalah Ookumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

1 J. Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya diaingkat PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Oaerah yang mernpunyai tugas
melaksanakan pengelclaan APBO dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima selaku Pengguna
anggaranj'barang.

13. Tanggap Darurat Beneana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
segera pada SMl kejadian bencana untuk meoangani dampak ouruk yang

ditirnbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban,
pertotongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang pelayanan kesehatan dan penampungan serta
ternpal singgahan semen lara.

14, Tim Kaji Ccpat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Pcrangkat
Daerah yang bertugas umuk menentukan kebutuhan dan tindakan )rang

dapa; dilakukan dalarn penanggulangan bencana pada saat keadaan
darurar,

IS. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah

mekanisrne pengajuan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan Perangkat Daerab yang bersifat sangat mendesak.

16. Sural Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP·LS

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pembayaran langsuog kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrek kerja aiau surat perintah k,erja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertemu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK,

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerab yang bertindak dalarn kapasitas

sebagai bendahara urnum yaitu pejabat yang diberi ttlgas untuk dan atas
nama daerah menerima, menylmpan, dan membayarj'menyerahkan uang

atau sural berharga atau barang-barang daerah.



(1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

untuk:
a. keadaan darurat;
b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c. pengembalian alas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah

tahun-tahun sebelumnya: dan
d. bantuan sosial yang tidal<dapa: direncanakan sebetumnya.

Pasal4

(1) Penganggaran Bclanja Ttdek Terduga daJam APBDdicantumkan pada kodc

rekening Belanja Tidak Terduga diuraikan meuurut jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dialokasikan pada belanja RKA BPKAD.

BAS II
PENGANOGARAN

Pasal3

Ruang Hngkup Peraruran Walikota in] melipuu ;
a, penganggaran;

b. pelaksanaan dan penatausahaan:
c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 2

18 Badan PengelolMn Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Baden Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Birna.

19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD

adalah Badan PenangguJangan Bencana Daerah Kota Bima.
20. Inspektorat adalah Inspektorai Kota Bima.

21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengernbangan
yang selanjutnya dismgkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerab, Penelitian dan Pengembangan Kota Birna,



(1) Keadaan darurai meliputi :
a. bencana alam. bcncane non-alam, bencana sosial danj'atau kejadian luar

biasa;
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a adalah suatu
keadaanyang dlietapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas

daaar rekomendasi tembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi

bencann pada saat Tanggap Darurat Bencana dan ditetapkan dengan

keputusan WaJikota.
(3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi krirerta sebagai

berikut:
Q. bukan merupakan kegiatan norrnat dan aktivitas Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya:
h. tidak diharapkan terjadi secara bcrulang-ulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pernerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat,

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) buruf b mencalkup:
It. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

bclum tersedie dalam tahun anggaran yang berjaJan; dan
b. keperluan mendesak Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pernerintah Daerah dan masyarakat,

(5) Penetapan belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pacta
ayat (I) huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(6) Pengembalian alas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerab tahun
tahun sebelumnya secagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c untuk
menganggarkan pengembalian atas kclcbihan pcmbayaran atae penerimaan
daereb yang bersifat tidal, beruJang yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya harus didukllng dengan bukti-bukti yang sah.
(7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (It hUTUfd yaitu santunan kcmatian dan bantuan
pcngobatan masyarakat tidak marnpu.



Keperluan mendesak rneliputi:
Q. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjatan:
b. beraifat tidak wejib dan tidak mengikat;

(1) belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkao secara terus menerus dan harus diaJokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang eukup untuk keperluan setiap

bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji,

tunjangan: dan
b. bclanja barang dan jasa antara lain untuk pernbayaran telepon, air,

listrik, dan internet.

Pasal 6

b. pelaksanaan operasi penearian dan pertolongan; dan/aUlu

(' kerusakan sarana/prasarana yang dapat mcngganggu kegiatan

pelayanan publik.
(2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang bclum tersedia

anggarannya. diforrnulasikan terlebih dahulu daJam RKA BPKAD. kceuali
untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuban Tanggap Darurat Bencana,

konlUk sosiat, danj'atau kejadian luar biasa digunakan eesuai dengan
ketenuian peraturan perundang-undangan.

(3) Pengunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuban Tanggap Darurar
Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana,
pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesenatan. dan penampungan serta

tempat hunian sementara.
(4) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status

keadaan darurai bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan
oleh Walikota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.



Tata cam penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat
dilakukan dengan tahapan:
a. Perangkat Daerah teknis tcrkail menyampaikan rancangan ketetapan status

tanggap darurat kepada Walikota;
b. Walikota rnenetapkan status tanggap daru rat untuk bencana alam, bencana

non-alam, bencana eosial [termasuk konflik sosial], darr/atau kejadian luar
biasa sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan:

c. berdasarkan penetapau status tanggap darurat oleh Walikota danjatau
dokumen lain sesuas ketenruan peraturan perundang- undangan. Kepala
Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugaa dan rungsi
mengajukan rcncana kebutu han belanja kepada PPKD selaku BUD setelah
terlebih dehutu diverifikael oleh Tim Kaji Cepat.

d. berdasarkan rencana kcbutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan
dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Deerail yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan rungsi. paling lambal I (satu) hari

kerja terhirung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

BAB 111
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(2) belanja Daerab yang bersifat wajib rnerupakan belanja untuk
terjaminnya kclangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
rnasyarakat an tara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pcmbayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telab jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendall Pemerintab Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya. serta amanat peraturan perundang

undangan;
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menlmbulkan

kerugian yang lebih besar bag; Pemerintab Daerah danjatau masyarakal:

dan
e. pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia

anggarannya dan /atau tidak cukup tersedia anggarannya, rliformulastkan

terlebih dahulu daJam RKABPKADdanjatau Perubahan DPABPKAD.



(1) TimeebagaimanadimaksuddalarnPasal8ayat (4). rerdiri atas:
a. Sekretaris Daerah sebagai ketu a ;

b. Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai koordinator.
c. Asisten Administrasi Umum sebagai sekretaris;
d. Kepala BPSD sebagaianggota;
c. lnspektur lnspektorat sebagai anggcta,
f. Kepala Bappeda Litbang sebagai anggota; dan
g. Kepala Perangkat Daerah terkait yang mengajukan BeJanja

Tidak Terduga sebagai anggota.
(2) Sekretariat sebegaimana dimaksud dalam Pasal8 ayae (5), terdiri atas:

a. Sekreearis BPKADsebagaikoordinatcrykerua;dan
b. Stal BPKJ\Dsebagaianggota.

Pasal 9

(1) Pengaiuan Belanja Tidak rerduga untuk membiayal kegiatan penanganan
keperluan yang mendesak harus dilampiri proposal yang diSUSUJ] oleb

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan

program dan kegiatan yang akan dilakukan penanganannya.
(2) Proposal sebagalmana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya memuat:

a. kajian mengenai keperluan rnendesak yang sedang atau yang akan
terjadi beserta kerugian yang akan ditimbulkan: dan

b. rencana anggaran biaya.
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota,
(4) Walikota rnendisposisikan proposal sebagairnana dimaksud pada ayat (3)

kepada tim yang dibentuk secara kbusus untuk melakukan verifikasi
proposal keperluan mendesak.

(5) Tim aebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oteh sekretariat
dalam melaksanakan tugas.

(6) Berdasarkan haeil verifikaei, penilaian dan rekomendasi dari tim

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)~Walikotamenentukan besaran alokasi
penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan keperluan mendesak,

Pasal 8



(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun

tahun sebclumnya sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf c.

dilakukan daJam hal :

a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang
bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang arau yang
sebarusoya tidak terutang:

b. terdapat kesalahanpemotonganatau pernungutanyang rnengakibatkan
pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada

pajakj'retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
c. terdapat kesaJahan pemotongan arau pemungutan yang bukan

merupakan objek pajak/ rerribuei; dan
d. terdapat kelebihan dana transfer baik dari Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat tahun anggaran sebelumnya.
(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan oleh Kepala

BPKAD kepada Walikota melalui PPKD.

Pasal 10

(3) Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dnetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tim sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) mempunyal tugas:
8. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap keadaan rnendesak, usulan

kegiatan penanganan dan rencana anggaran biaya sebagaimana disebut

dalam proposal: dan

b. mernberikan rekomendasi tindakan terhadap proposal yang
disampaikan.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnempunyai tugas:

a. mernbantu tim vertnkast dalarn menyiapkan keperluan rapat tim

verifikasi dan penilaian terhadap keperiuan keadaan mcndesak; dan
b. menyiapkan segala adrninistrasi untuk bahan pencairan Belanja Tidak

Terduga untuk kepcrluan mendesak.

(6) Hasil penitaian dan rekomendasi harus disarnpaikan secara tertutis kepada,
Walikota.



(l) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Waiikota, Kepala BPBD
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)untuk penanganan keadaan
darurat bencana kepada PPKDselaku BUD, dengan melampirkan:

a. taporan kejadian bencana;

b. kepurusan Walikota tentang penerapan status tanggap darurat bencana;
c. keputusan Walikota tentang penetapan penggunaan dana tidak terduga;
d. surat perrnohonan dana tidak terduga;
e. surat persetujuan 'J\lalikota ten tang penggunaan dana tidak terduga;
f. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pernanfaatan dana tidak terduga;

g. doku mentasi kejadian bencana; dan
h. hasil veriflkasi rencana anggarao belanja (RAB)oleb tim veriflkasi dan

sekretariat.
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Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan
darurat, Pemerlntah Daerah rnenggunakan:
(1) dana dati hasil penjadwaJan ulang capaian program, kcgiatan, dan sub

kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

betjalan; darr/atau,
(2) rnemanfaatkan kas yang tersedia, penjadwalan ulaog capaian program,

kegiatan, dan sub kegiatan diformuJasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPABPKAD.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan oteh wahkota
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 [satu] bulan terhirung sejak

keputuean dimaksud ditetapkan.

I'asal II

(3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran pengembalian alas

kelebihan pernbayaran atas penerimaae Daerah tahun-tahun ecbclurnnye,

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan

Walikota.



(I) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan Iungsl yang sesuai
dengan program dan kegiatan yang akan dilakukao untuk keperluan
mendesak rnenyampaikan proposal yang telah disetujui oleh Walikota
Kepada PPKDselaku BUD,dengan melampirkan:

a. proposal dari Perangkat Daerah terkait;
b. sural dieposrsi Walikota kepada tim verifikasi:
c. laporan hastt verifikasi;
d. keputusan Walikota tentang penetapan status keadaan mendesak;
e. surat permohonan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga:
f. surar persetujuan Walikota tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga;
g. sUTaI pemberitahuan ke DPRD cenrang pemanfaatan BeLanja Tidak

Terduga.
(2) PPKD melakukan verifikasi cerhadap kelengkapan admimstrasi pengajuan

proposal pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan keperluan
tnendesak.

(3) I'PKD selaku BUD mencairkan dana unruk penanganan keperluan
mendesak kepada Kepala Perangkat Daerab yang memiliki tugaa pokok clan

fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perLu dilakukao
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya proposal.

(41 Pencairan dana untuk penanganan keperluan rnendesak dilakukan dengan
TU kepada bendahara pengeJuaran Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang dilakukan.

Pasal14

(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penanganan keadaan darurat
bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Iungsi
penanggu tangan bencana paling Jambat 1 (satu] hart keria seiak duenmanya

RKB.

(3) Pencairandana untuk penanganao keadaan darurat bencanadilakukan
dengan TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.



(1) Mekanisme pengajuan Bclanja Tidak Terduga untuk bantuan sosiat yang
tidak. dapat direncanakan sebelumnya yaitu rnasyarakat menyampaikan
permohonan bantuan sosial yang tidak, dapat direncanakan sebelumnya

yaitu santunan kematias dan bantuan pengobatan yang telah disetujui
Walikota kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
a. surat permohonan dati masyarakat ditujukan ke Walikota;
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(II Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

adalah sebagai bcrikut :
Q. BPKAD selaku pengelola pendapatan melakukan verillkasi atas

kebenaran klaim yang diajukao pemobon atas pengernbalian kelebihan
pembayaran ntas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya:

b. atas dasar hasil veriflkasi tersebu t BPKAD selaku pengelola pendapatan
ruengajukan perrnohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga

kepada Walikota; dan
c. selanjutnya BPKAD selaku pengelola pendapatan mcngajukan Surat

Permrah Pembayaran (SPPI dengan dilampiri :
l , surat pernberitahuan ten tang kelebihan penerimaan daerah:
2. keputusan Walikota (eotang besaran peoggunaan Belanja Tidak

Terduga;

3. surar permohonan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga;
4. surat persetujuon Walikota tentang penggunaan Belanja Tidak

Tcrduga; dan
5. surat pemberitahuan ke DPRD ten tang pemanfaat.an BeJanja Tidak

Terduga.
(21 Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun

tahun sebelumnyadilakukan dengan SPP-L..S kepada rekening tagihan
pemohon klaim atas pengernbalian kelebihan pembayaran atas penerimann
daerah tahun-tahun sebelurnnya.
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(1) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat dicarat pada buku
kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah

pengguna Belanja Tidak Terduga.
(2) Kepala Perangkat Oaerah pengguna Belanja Tidak Terduga bertanggung

jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk
penanganan tanggap darurat yang dikelolanya.

(3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana uoru k penanganan
tanggap darurst disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna

Belanja Tidak Terduga Kepada l'PKD dengan rnelarnpirkan bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pemyataan tanggung jawab

belanja.

BABIV
PERTANGGUNCJAWABANDANPELAPORAN
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b. surat disposisi WaJikota secara berjenjang kepada BPKAD;

c. keterangan tidak mampu;
d. kartu tanda penduduk;

e. kartu keluarga;
r. foto 3R yang sakit / foto kuburan;

g. keterangan dokter / rujukan (pengobaram,

h. aktakematian;
I. kartu kUfling/ kartu kematian;
j. keterangan ahli waris; dan
k. rekening bank.

(2) PPKD melakukan verifikasi ierhadap ketengkapan administrasi pengajuan
proposal pernanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk bantu.an soslal yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya,
(3) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk bantuan sosial yang tidak dap a l

direncanakan sebelumnya kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) han

kerja sejak diterimanya pcrmohonan lengkap.
(4) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang udak dapat dlrencanakan

sebelumnya dilakukan dengan SI'P-LS.



(I) Penggunaan dana untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya dicatat pada buku kas umum bendaham
pengetuaraan BPKAD.

(2) Kepala BPKAD bertanggung jawab secara fisik dan kcuangan terhadap
penggunaan dana unruk pengembalian aras ketebihan penerimaan Daerab
tahun-tahun sebelumnya.
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(1) Penggunaandana uruuk keperluan mendesak dicatat pada buku kas umum

tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang memiliki
tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang
dilakukan,

(2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai
denga.n program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan
mendesak bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana untuk penanganan keperluan mendesak yang dikelolanya.

(3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk keperiuan

mendesak disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang memilikl tugas

pokok dan fu.ngai yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu

dilakukan untuk keperluan mendesak kepada PPKDdengan melampirkan
bukti pengeluaran yang sah dan lcngkap serta surat pernyataan tanggung
jawab belanja.

(4) Penyarnpaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak kegiatan penanganan keperluan
mendesak telah selesai,
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(41 Penyampaian taporan pertanggungiawaban sebagalrnana dirnaksud pada

ayat (3) paling lama ) [saru] bulan sejak status tanggap darurat dinyarakan
telah selesai.



(I) Walikola melalui Kepala BPKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas

penggunaan Belanja Tidal<Terduga.
(2) Monitoring dan evatuasi .ebagaimana dirnaksud pada ayal (I) bertujuan

mengetahui penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai atau tidak dengan
usutan yang Lelahdisetujui.

(3) Dalam hal Perangkat Daemh menggunakan Belanja Ttdak Terduga tidak
eesuai dengan usulan yang telah disetujui, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB\,

MONITORING DAN EVAI.UASI
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(1) Penggunaan dana untuk bantuan sostal yang tidal< dapat direncanakan
sebelurnnya dicatat pada buku kas umum oleb bendahara pengeluaran

BP1<AD.

(2) Penerima bantuan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana banuian so$ial yang udak dapat direncenaken

sebetumnya yang diterimanya.
(3) Laporan pertanggungjawaban aras penggunaan dana untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak diwajibkan bag; penerima
bantuan pengobatan dan santunan kematian.
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(3) Laporan pertanggunjawaban atas penggunaan dana untuk pengembalian

etas kelebihan penerirnaan Daerah tahun-tahun sebelumnya disampaikan

kepada PPKDdengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

arsu surat pernyataan tanggung jawab belanja.
(4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayai (3) paling lama 1 (satu] bulan sejak pengembalian alas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,



MUKHtAl~

BERI'l'A DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR .7.5.,2,.

Diundangkan di KOla Bima

pada tanggal ;/Q' hltl 2022
SEKRE'l'ARIS DAERAH KOTA BIMA,

~

~ MUHAMMAD LU'l'F'l

Ditetapkan di KOla Sima

pada tangga1.20 /Yl~1 2022
..,wALrKOTA B1MA, t/

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriruahkao pcngundangan Peraturan
Walikota in! dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kota Sima.

Peraturan Walikora ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Pactasaat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor

16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 'Tidak Terduga
Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kola Bima Tahun 2015 Nomor 218)
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Pcraturan Walikota

Bima Nomor 2 Tahun 2021 tenrang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Walikota Bima Nemer 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
'Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima [Berita Daerah Kota Bima Tahun 202.1
Nomor634), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

Ke:1'EN'l'UAN PENU'l'UP
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